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MOTTO

Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat jiwa pemimpin,
karena Allah menciptakan manusia sebagai kholifah (pemimpin)
di muka bumi dan sebaik-baiknya seseorang pemimpin adalah
yang berpegang teguh dan menjunjung atas tiga prinsip vaitu,
berpihak pada yang lemah, menjaga kebenaran dan keadilan

serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar

(HR Buchary dan Muslim)

(Terjemahan Hadist Riwayat Buchary dan Muslim)
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RINGKASAN

Skripsi ini mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah™ yang merupakan analisis dan
Putusan MA RI Nomor : 11TTK/TUN/2000.

Latar belakang vang mendasan penulisan tema skripsi ini adalah
begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.
Karena luas tanah sangat terbatas sedangkan jumlah penduduk semakin
lama bertambah maka banyak tanah yang diperebutkan orang bahkan
kadang-kadang dengan berbagai macam cara vang dapat memmbulkan
sengketa

Untuk menghindari sengketa perlu adanya pendaftaran tanah,
Dengan diadakannya pendaftaran tanah maka pihak-pthak yang
bersangkutan dengan mudah dapai mengetahui status tanah/kedudukan
hukum dan tanah tertentu tentang letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang
punya dan beban apa vang ada diatasnya.

Tujuan dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
mengapa Pengadilan membatalkan sertipikat hak milik atas tanah,
bagaimana penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
atas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, dan mengapa Mahkamah
Agung membatalkan sertipikat hak milik atas tanah.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan
pendekatan yuridis normatil. Adapun sumber datanya menggunakan
sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan
studi literatur dan studi dokumen. Sedangkan metode vang digunakan untuk
menganalisis data yaitu desknptif kualitatif dan untuk menarik kesimpulan

dengan menggunakan metode deduktif.

X1
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Hasil dari pembahasan ini adalah dengan adanya pendaftaran tanah
maka akan diberikan sertipikat hak milik atas tanah yang merupakan alat
bukti yang kuat. Kuat disini tidak mutlak karena masih bisa dibatalkan
sepanjang ada pihak lain yang dapat menimbulkan sebaliknya. Sedangkan
masalah pembatalan tanah bukan termasuk wewenang pengadilan tetapi
kewenangan Badan Pertanahan Nasional. Pengadilan hanya berhak
memeriksa, menguji dan menilai tentang sah atau tidaknya suatu sertipikat
sedangkan wewenang administratif untuk membatalkan sertipikat ada pada
Badan Pertanahan Nasional.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan terus
menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang
ingin dicapai. Tujuan pembangunan nasional dalam GBHN telah digariskan
vaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia yang mewujudkan masyarakat adil makmur merata
spiritual dan materiil berdasarkan UUD 1945. Dampak dari pembangunan
yang semakin hari semakin meningkat diiringi dengan laju pertumbuhan
penduduk yang cukup pesat sangat dimungkinkan akan kebutuhan tanah
yang kemudian semakin lama dirasakan semakin meningkat dan mendesak.

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak dahulu hingga sekarang tanah
mempunyal peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam |
bermasyarakal, ftercukupinya kebutuhan manusia akan bahan pangan
dikarenakan manusia mampu mengolah dan mendayagunakan tanah.
Kemampuan manusia untuk mengolah dan mendayvagunakan tanah tersebut
ternyata tidak hanya terbatas pada usaha untuk memenuhi kebutuhan bidang
pangan saja, melainkan untuk usaha-usaha yang lebih luas vang
menyangkut perkembangan kehidupannya, misalnya tanah untuk
perumahan, pendirian berbagai mdustri, perkantoran, pendidikan, tempat
ibadah dan tempat pemakaman manusia itu sendiri.

Manusia dalam mengejar kepentingan-kepentingan mereka ada vang
didasari dengan itikad baik dan ada pula yang didasari dengan itikad buruk,
satu dengan yang lain mengadakan interaksi dalam masyarakat. Mengenai
kepentingan-kepentingan mereka terhadap tanah, tidak jarang mereka

dikebiri atau dirampas oleh mereka vang tidak berhak.
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Mengingat keadaan tersebut di atas, maka akan timbul sengketa yang
sangat rumit dan berkepanjangan apabila suatu tanah vang telah didaftar
terlebih dahulu yang mempunyai sertipikat hak milik kemudian dijual
kepada pihak lain tetapi ternyata ada pihak ketiga vang mempunyvai
sertipikat atas tanah tersebut kemudian mengajukan tuntutan, Dalam kasus
im akan tidak mudah dican jalan keluar sehingga sebenamya orang yang
betul-betul berhak atas tanah itu menjadi kehilangan haknya Karena itikad
yang tidak baik itu sewaktu-waktu timbul menguasai pribadi manusia vang
dapat merugikan pihak lain, maka pembatalan salah satu sertipikat hak
milik atas tanah perlu dilakukan agar menjamin kepastian hukum dan
kekuatan hukum sescorang atas hak tersebut, schingga tercegah kerugian-
kerugian yang akan menimpa pihak yang sah.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan
kepastian hak atas tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah
maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahu
status atas kedudukan tanah tertentu yang dihadapinva tentang letak, luas
dan batas-batas, siapa empunya dan beban-beban apa yang ada di atasnva
Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan tujuan akan memberikan
Jaminan kepastian hak atas tanah, maka harus diusahakan sclalu cocok
dengan keadaan yang sebenarnya mengenai gambar situasi dan batas-batas
tanahnya (oleh karena itu, baik dasar permulaan maupun pemeliharaannya
kemudian harus mendapat perhatian yang scksama dan ketelitian dalam
penyelenggaraannya)

Dengan pendaftaran ini, maka bidang-bidang tanah hak yang
batasnya maupun yang menghakinya telah ditetapkan.  Haknya itu
dibukukan dan dibuat salinan dari buku tanah vang bersangkutan. Untuk
menguraikan tanahnya dibuatkan surat ukur Salinan buku tanah it dan

surat ukur setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas
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sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan disebut sertipikat
(Perangin, 1991b:107)

Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. Kuat dalam hal ini berarti
selama tidak ada alat bukti lain yang membuktikan ketidakbenarannya,
maka kelerangan yang ada dalam sertipikat harus dianggap benar dengan
tidak perlu bukti tambahan, sedangkan alat bukti lain itu hanya dianggap
sebagai bukti permulaan, harus dikuatkan oleh alat bukti lain. Bila kepada
hakim ditunjukkan sertipikat hak atas tanah, maka hakim harus menerima
keterangan dalam sertipikat sebagai kebenaran, bila tidak dapat dibuktikan
dengan alat bukti lain bahwa keterangan dalam sertipikat itu salah (palsu).
Tetapi kalau kepada hakim ditunjukkan misalnya akte jual beli sebagai
tanda bukti hak sescorang atas tanah maka hakim harus divakinkan oleh alat
bukti lain {misalnya saksi-saksi. kuitansi) bahwa seseorang itu berhak atas
tanah 1tu (Perangin, 1996:2)

Bertitik tolak dari uraian di atas dan mengingat akan pentingnya
kepemilikan hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertipikat hak atas
tanah maka penulis tertarik untuk mencoba membahas mengenai masalah
sertipikat hak milik atas tanah yang lebih dikhususkan pada pembatalan
sertipikat hak milik atas tanah vang diberi judul, “TINJAUAN YURIDIS
TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS
TANAH (Putusan MA RI Nomor : 111 K/TUN/2000)",

1.2 Rumusan Masalah
Untuk menghindari kekaburan dalam pembahasan skripsi ini, maka
saya membatasi permasalahan yang akan dikaji, berdasarkan uraian latar
belakang di atas maka yang perlu dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut ;
I. mengapa Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan sertipikat hak
milik atas tanah Nomor 3416/Bangka ?
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2. bagaimana penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara atas pembatalan sertiptkat hak milik atas tanah Nomor
3416/Bangka 7
3. mengapa Mahkamah Agung membatalkan sertipikat hak mbik atas
tangh Nomor 34 16/Bangka ? ‘

1.3 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang dapat diklasifikasikan

menjadi dua, yattu

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum vyang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini
adalah
. untuk memenuhi salah satu svarat dalam mendapatkan gelar Sarjana

Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember ;

s

untuk memberikan kontribusi pemikiran baik itu kepada pemerintah,
praktisi hukum, akademisi dan masyarakal pada umumnya dalam bidang
Ilmu Hukum ;

3. untuk menerapkan disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh, dalam

membantu mewujudkan masyarakat sehat, aman dan berkeadilan

1.3.2 Tujuan Khusus
l'ujuan khusus yang ingin dicapai penulisan sknipsi ini adalah |
I, untuk mengkap dan mengetahut pembatalan sertiptkat hak milik atas
tanah Nomor 3416/Bangka oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. untuk mengkaji dan mengetahui penerapan hukum oleh Pengadilan
Tinggn Tata Usaha Negara atas pembatalan sertipikat hak milik atas
tanah Nomor 34 1 6/Bangka ;
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3. untuk mengkaj dan mengetahui pembatalan sertipikat hak milik atas
tanah Nomor 3416/Bangka oleh Mahkamah Agung.

1.4 Metodologi

Suatu penulisan skripsi mutlak memerlukan suatu metode penulisan
yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan,
menguji kebenaran dan menjalankan prosedur vang benar serta dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga akan menghasilkan
penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode vang

dipergunakan sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan sknipsi ini
adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah vyang
menelaah peraturan perundang-undangan vang berlaku dan buku-buku yang
berisi konsep-konsep teoritis. kemudian dihubungkan dengan permasalahan

vang menjadi pokok bahasan. (Waluyo, 1991:14)

1.4.2 Sumber Data
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini berasal dari data
sekunder yaitu dari keputusan Mahkamah Agung RI No. 11 K/TUN/2000.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan
dengan cara :
|. Studi Literatur
Studi Literatur yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca,
mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang

berkaitan dengan penulisan skripsi ini. (Soemitro, 1998:52)
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2. Studi Dokumen
Studi Dokumen vaitu mempelajari dokumentasi mengenai keputusan
Mahkamah Agung tentang pembatalan sertipikat hak milik atas tanah
(Putusan Mahkamah Agung RI No. | 11 K/TUN/2000).

1.4.4 Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya disusun secara
sistematis dan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif
artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua
data yang diperoleh, selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas, setelah data dianalisis dan dibahas
kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif vaitu
menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang
bersifat khusus.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebidang tanah seluas 3185 M2 adalah milik dari Wim Sondakh,
lercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah No.13/Bangka Gambar
Situasi No.98/1965 tanggal 31 Maret 1965, Pada tahun 1970 terjadi
perikatan penjualan - pembelian dan pelepasan hak tanah tersebut dari
pemilik tanah Wim Sondakh kepada Kedutaan Besar Malaysia vang
dituangkan dalam Akte Notaris Elisa Pondaag No 24/tanggal 16 Januari
1971.

Pada tahun 1997, pihak Badan Pertanahan WNasional (BPN)
menerbitkan  Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tanah yang sama -
No.3416/Bangka Surat Ukur No.655/1997 tanggal 31 Oktober 1997 luas
3244 M2 atas nama Frederick Matheus Pieters yang selanjutnya April 1998
tanah ini olehnya dijual kepada Tn. Mulvo Setiawan yang dikukuhkan
dalam Akte Jual-Beli/PPAT Warda Sungkar Alurmei No.59/tanggal 14
April 1998

Atas penstiwa ambil alih rumah dan tanah tersebul, maka Kedutaan
Besar Malaysia melaporkannya kepada Pemerintah Indonesia - vaitu
kepada Departemen Luar Negeri-Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan
Kepolisian Republik Indonesia. Setelah terjadi korespondensi antara
Departemen Luar Negeri dengan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN,
maka pada tanggal 14 Januari 1999 terbit Keputusan Menteri Negara
Agrana/Kepala BPN No.3-X1-1999 yang berisi : Pembatalan Sertifikat Hak
Milik Tanah (SHM) No.3416/Bangka atas nama pemilik/pemegang hak :

Mulyo Setiawan.
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Pada tanggal 13 Maret 1999 melalui kuasa hukumnya, Mulyo
Setiawan sebagai Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta terhadap Tergugat | - Menterni Negara Agrana/Kepala BPN.
Dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :
|. Keputusan vang digugat adalah “Surat Keputusan No.3-XI-1999"

tanggal 14 Januari 1999, tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik
No.3416/Bangka atas nama Mulyo Setiawan.

[

Tuntutan yang diajukan oleh Penggugat :

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menvatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan * No.3-XI-1999
tanggal 14 Januan 1999,

= I

¢. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan™ No.3-XI-
1999 tanggal 14 Januan 1999

Sementara Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa
gugatan, maka dalam persidangan telah mohon 1zin pihak ketiga untuk ikut
masuk dalam proses persidangan gupgatan tersebut dalam gugatan
intervensi-intervinient- vaitu © Mohd. Zain Bin Abubakar — Duta Besar
Malaysia ( Tergugat Il Intervensi-Intervimient),

Berdasar atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata
[Jsaha Negara setelah memeriksa perkara ini, akhirnya memberi putusan
Mengadili
I. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat membayar beaya perkara  dst. ..

Penggugat asal — Mulyo Setiawan menolak putusan Pengadilan TUN
dan mengajukan pemenksaan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara. Berdasar atas pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Banding
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memberi putusan
Mengadili ;

|. Menenma permohonan banding.
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2. Membatalkan putusan Pengadilan TUN Jakarta No 032/G-TUN/1999/p-
TUN-JKt, yang mohon banding.

Menteri Negara Agraria’Kepala BPN sebagai Tergugat I dan Duta
Besar Malaysia sebagai Tergugat I [Intervinient. menolak putusan
Pengadilan Tinggr Tata Usaha Negara dan mengajukan pemeriksaan kasasi
ke Mahkamah Agung. Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara
kasasi ini dalam putusannya menilai bahwa Judex Factie Pen gadilan Tinggi
Tata Usaha Negara — telah salah menerapkan atau melanggar hukum, ex
pasal 107 jo 109 (1) huruf b Undang-undang No.5 Tahun 1986 sehingga
berdasar atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung
membern putusan
Mengadili :
I. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tingei Tata Usaha Negara, tangpal §
Desember 1999,
Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dalam membahas
penulisan ini adalah :
I Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi -
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat™
2, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agrana.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

6. Peraturan Menteri Negara Agrana/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pembenan Hak atas Tanah Negara,

7. Peraturan Menteri Negara Agraria’Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

8. Yunsprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 350 K/Sip/1968, vang
menyatakan bahwa

“Untuk menvatakan batal surat bukti hak milik (sertipikat) vang
dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah tidak termasuk wewenang
pengadilan melainkan semata-mata termasuk wewenang administrasi,
sehingga pihak vang oleh pengadilan dimenangkan wajib minta
pembatalan surat bukti hak milik (sertipikat) itu kepada instansi Agraria
berdasarkan putusan pengadilan vang diperolehnva itu”.

9. Yurnisprudensi Mahkamah Agung R.1 Nomor 716 K/Sip/1973, yang

menvatakan bahwa

“Pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertipikat adalah
semata-mata wewenang dan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan
Pendafataran Tanah bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri,
maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan/pembatalan
sertipikat tidak dapat diterima”.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Tentang Sertipikat
a. Pengertian Sertipikat

Sertipikat adalah salinan buku tanah vang disatukan dengan surat
ukur atau gambar situasi tanah dan diberi sampul khusus. (Perangin,
1991a:32)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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Sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid
menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya
ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (Mudjiono, 1992:60)

Sertipikat tanah adalah salinan buku tanah dan salinan surat ukur
yang kemudian dipilid menjadi satu diberi sampul yang bentuknya
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah yang
diberikan tersebut adalah akibat adanya perbuatan hukum pendafiaran hak
atas tanah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 ayat (1) joncto
pasal 23, 32 38 UUPA selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah oleh Kantor
Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat. (Effendi, 1993:25)

Untuk tiap-tiap hak vang dibukukan itu dibuatkan salinan dari buku
tanah yang bersangkutan. Untuk menguraikan tanahnya dibuatkan surat
ukur, salinan buku tanah itu dan surat ukur setelah dijilid menjadi satu
bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan
dengan peraturan, disebut sertipikat. (Perangin, 1991b:107)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada pasal |
angka 20 disebutkan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak
atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah
susun dan hak tanggungan vang masing-masing sudah dibukukan dalam
buku tanah yang bersangkutan.

b. Prosedur Memperoleh Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
Sccara garis besar, ada beberapa prosedur untuk memperoleh
sertipikat hak milik atas tanah, sebagai berikut :
I. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat vang
berwenang memberikan hak yang dimohon, melalui Kantor Sub
Direktorat Agraria setempat Formulir surat permohonan telah

disediakan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria,
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Kantor Sub Direktorat Agraria memeriksa dan minta dipersiapkan surat-
surat yang diperlukan, antara lain :

a. surat keterangan pendaftaran tanah

b. gambar situasi/surat ukur

c. fatwa tata guna tanah

d. nisalah pemeriksaan tanah oleh panitia “A".

Berkas permohonan yang lengkap oleh Kantor Sub Direktorat Agrana
dikinm kepada Gubernur/Kepala Dacrah setempat melalui Kantor
Agrana Provinsi setempat.

Kalau wewenang pemberian hak yang dimohon ada di tangan
Gubernur/Kepala Daerah, maka Kepala Daerah Direktorat Agraria atas

nama Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPLH).

Surat Keputusan Pemberian Hak diserahkan kepada pemohon.

Pemohon memenuhi semua persyaratan vang dicantumkan dalam Surat
Keputusan Pembenan Hak.

Hak atas tanah itu didaftarkan oleh pemohon di Kantor Sub Direktorat
Agrarna setempal.

Kantor Sub Direktorat Agraria mengeluarkan sertifikat hak atas tanah
dan menyerahkannya kepada pemegang hak (Perangin, 1991a:16)

. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang Dibatalkan

Menurut pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara

Agrana/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian

Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang
berbunyi

keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum
admimistrasi  dalam penerbitannya. dapat dilakukan karena
permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang
tanpa permohonan.
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Sedangkan pada pasal 106 ayat (2), yang berbunyi, “permohonan
pembatalan hak dapat diagjukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang
ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan™

Pemberian sural tanda bukti hak atas tanah/sertipikat adalah berlaku
sebagai alat pembuktian vang kuat berdasar pasal 19 ayat (2) huruf ¢
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria. Kekuatan bukti sertipikat tanah adalah tidak mutlak, karena
sistem pendaftaran tanah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1960 adalah sistem negatif, artinya bahwa segala apa vang lercantum
di dalam sertipikat tanah itu adalah dianggap benar sampai dapat dibuktikan
keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang Pengadilan dan oleh
karenanya masith dapat digugurkan sepanjang dapat membuktikan
ketidakabsahannya.

Mahkamah Agung RI juga berpendapat demikian vaitu dalam
kaedah hukum yang tercermin dalam putusannya No.45%/K/Sip/1975, vang
menyebutkan -

Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah vang

berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama sescorang di dalam

register bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila

tidak absahannya dapal dibuktikan oleh pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sertipikat hak milik atas tanah
masih mungkin untuk dibatalkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya
vang menvatakan ketidakabsahan sertipikal tanah tersebut.

2.3.2 Tentang Hak Milik
a. Subyek dan Obyek Hak Milik

Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka yang
dapat mempunyai Hak Milik adalah :
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a. Warga Negara Indonesia |
b. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan
Pemerintah (PP No. 38 Tahun 1963) yang meliputi -
|. Bank-bank milik Pemerintah ;
2. Koperasi ;
3. Badan-badan sosial dan keagamaan.

Khusus terhadap kewarganegaraan Indonesia, maka sesuai dengan
pasal 21 ayat (4) Undang-undang Pokok Agraria ditentukan bahwa selama
sescorang  disamping  kewarganegaraan  Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak
Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam avat 3 pasal ini.

Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tanah dengan hak
milik adalah hanya Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang

ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah

b. Hapusnya Hak Milik
Sesual dengan pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria, [ak Milik

dapat hapus oleh karena sesuatu hal, meliputi -
a. Tanahnya jatuh kepada Negara oleh karena

I pencabutan hak ; (UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-
hak atas Tanah dan Benda-benda vang ada di atasnya)
penyerahan secara sukarela oleh pemiliknya ; (KEPPRES No, 55
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum)
3. diterlantarkan . (PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar)

b

4. ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).
b. Tanahnya musnah
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¢. Perolehan Hak Milik

Berdasarkan pada pasal |1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka permohonan Hak
Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis oleh pemohon yang
ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan hak milik
tersebut memuat
I. Keterangan mengenai pemohon

a. apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal,
dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan
anaknya yang masth menjadi tanggungannya -

b. apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendinannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya
oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan
hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan
peratutan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data
fisik :

a. dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, gk,
surat kapling, surat-surat bukfi pelepasan hak dan pelunasan tanah
dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, putusan
pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti
perolehan tanah lainnya :

b. letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar
Situasi sebutkan tanggal dan nomornya)

¢. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)

d. rencana penggunaan tanah :

€. status tanahnya (tanah hak/Tanah Negara).
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3. Lain-lain :
a. keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah
vang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah vang dimohon |
b. Kketerangan lain yang dianggap perlu.

Setelah berkas permohonan diterima, kemudian Kepala Kantor
Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik
permohonan hak milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan
tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada
Kepala Kantor Pertanahan, setelah mempertimbangkan pendapat Kepala
Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Peneliti Tanah
atau Panitia Pemeriksa Tanah A, maka Kepala Kantor Pertanahan
menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah vang
dimohon, Apabila keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan
kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor Pertanahan yang
bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala
Kantor Wilayah, yang disertai pendapat atau pertimbangannya.

Setelah meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik atas tanah
serta mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan, Kepala
Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas
Tanah yang dimohon. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak
dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah
menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri vang disertai
pendapat atau pertimbangannya.

Menteri meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik atas tanah
dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah,
kemudian setelah itu Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak
Milik atas Tanah vang dimohon. Keputusan Pemberian Hak Milik tersebut
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disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain

yvang menjamin sampainya surat keputusan tersebut kepada vang berhak.
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4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian vang telah dibahas pada bab-bab terdahulu,
dengan tidak mengurangi ruang lingkup pembahasan, maka dapat ditarik
kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah sebagai
berikut :

. Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 3416/Bangka oleh
Pengadilan Tata Usaha Negara disebabkan karena dari segi substansi
terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan sertipikal hak atas
tanahnya. Cacad hukum administratif yang dimaksud ialah terdapat
tumpang tindih hak atas tanah, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor
13/Bangka yang terbit lebih dulu daripada Sertipikat Hak Milik Nomor
3416/Bangka. Dan segi prosedural, hak atas tanah perwakilan negara
asing masih dapat dimungkinkan dengan status pemilikan Hak Pakai
atas tanah Hak Milik meskipun bertentangan dengan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960, Di samping itu, penguasaan tanah oleh
perwakilan negara asing dapat berlangsung atas dasar perjanjian dengan
pemilik.

2. Penerapan hukum oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atas
pembatalan sertipikat hak milik atas tanah ialah telah tidak sesuai
sebagaimana yang diatur dalam pasal 107 jo pasal 109 ayat (1) huruf b
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga terhadap bukti-bukti
yang diajukan Penggugat pada persidangan tingkat pertama, ternyata
hanya memenuhi syarat formal, dan secara material (erdapat
kejanggalan-kejanggalan, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
telah lalai memperhitungkan bukti-bukti vang telah merugikan Tergugat

38

/


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

39

[ Intervensi. Kelalaian bukti vang dimaksud, bahwa lakta kelengkapan
administrasi yang merupakan dasar untuk memproses banding dibuat
tanpa identitas vang jelas, yaitu sebagai pribadi

3 Sertipikat Hak Milik Hak atas Tanah yang dibatalkan oleh Mahkamah
Agung adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 3416/Bangka atas nama
Mulyvo Setiawan. Dalam hal ini, persoalan yuridisnva bukanlah sekedar
tentang masalah sengketa kepemilikan tetapi mengenai kekeliruan
administratif maupun vuridis di dalam prosedur penerbitan sertipikat
atas data-data yang tidak lengkap dan riwayat tanah vang keliru dan
vang telah hilang. Atas kekeliruan administratif dan cacat yuridis
tersebut, maka pihak Badan Pertanahan Nasional dapat dan berwenang
membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3416/Bangka atas inisiatif
sendiri (Spontane Nernietiging) sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki Kepala BPN berdasar pada KEPPRES Nomor 26 Tahun 1988,

4.2 Saran
Saran yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinva sertipikat
ganda adalah sebagai berikut :

a. Pejabat vang menerbitkan sertipikat harus selalu berpedoman pada asas-
asas umum pemenntahan yang baik, selalu memeriksa permohonan
sertipikat dengan cermat, tertib administrasi yang baik dan melakukan
pengawasan lerhadap petugas teknisnya.

b. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu gugatan
dimana salah satu pihaknya atau pihak ketiga intervensi adalah Duta
Besar Pemenntah Negara Asing vang ada di Indonesia, maka Hakim
disamping memperhatikan Hukum Indonesia, harus mempertimbangkan
pula Hukum Diplomatik dan Konvensi Internasional.

¢. Harus ada koordinasi antara Pengadilan dengan Kantor Pertanahan

mengenai pembatalan sertipikat hak atas tanah sehingga apabila
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Pengadilan menyatakan suatu sertipikat batal karena terbukti
kepemilikannva dilakukan secara melanggar hukum maka Kantor

Pertanahan harus membatalkan secara administratif
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